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Abstract. The process of obtaining permission to load and unload foreign vessels outside the customs area at the 

Customs and Excise Office. The implementation of loading and unloading outside the customs area must have 

permission from the party concerned because the implementation of loading and unloading of foreign ships 

outside the customs area without permission from the party concerned is a criminal offense which is regulated in 

Article 10 letter (b) of Law No.17 of 2006 concerning customs. The existence of congestion at the port so that the 

ship is docked outside the customs area with certain conditions. The need for coordination and thoroughness in 

processing loading and unloading permits outside the customs area so that all implementations are carried out 

properly. The task of PT Bahari Eka Nusantara Belawan Branch in licensing loading and unloading outside the 

customs area is very important because through PT Bahari Eka Nusantara Belawan Branch is the party 

responsible for the ship that will dock outside the customs area that it agents. Based on the results of the 

discussion, it can be concluded that there are still obstacles caused by a lack of understanding in the Sibela system 

input procedure. The late submission of loading and unloading permits outside the customs area is an obstacle to 

the delay in approval of loading and unloading permits for foreign ships outside the customs area. 

Keywords: Permit for Loading and Unloading of Foreign Ships, Outside Customs Area, Customs and Excise. 

 
Abstrak. Proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean pada Kantor Bea dan 

Cukai. Pelaksanaan bongkar dan muat di luar kawasan pabean harus memiliki izin kepada pihak bersangkutan 

karena pelaksanaan bongkar dan muat kapal asing diluar kawasan pabean yang tanpa izin dari pihak yang 

bersangkutan merupakan suatu tindak pidana yang dimana diatur dalam Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang No.17 

Tahun 2006 tentang kepabeanan.Adanya kongesti pada pelabuhan maka kapal disandarkan di luar kawasan 

pabean dengan syarat-syarat tertentu. Perlunya koordinasi dan ketelitian dalam pengurusan izin bongkar dan muat 

diluar kawasan pabean agar semua pelaksanaan terlaksana dengan baik. Tugas PT. Bahari Eka Nusantara Cabang 

Belawan dalam perizinan bongkar dan muat luar kawasan pabean ini sangatlah penting karena melalui PT. Bahari 

Eka Nusantara Cabang Belawan ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kapal yang akan sandar di luar 

kawasan pabean yang diageni nya. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 

kendala yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam prosedur penginputan sistem Sibela. Terlambatnya 

pengajuan izin bongkar dan muat di luar kawasan pabean yang menjadi hambatan keterlambatan persetujuan izin 

bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean. 

 

Kata kunci: Izin Bongkar Muat Kapal Asing, Luar Kawasan Pabean, Bea dan Cukai. 

 

1. LATAR BEAKANG 

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas batas tertentu di pelabuhan laut, bandar 

udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di 

bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  yang ditetapkan sebagai kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai kawasan bebas, 

adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk dan cukai, PPN, 

PPh (peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per- 22/bc/2021 tentang tata laksana 
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pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas). 

Pasal yang terkandung pada Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No.10 Tahun 1995 mengatur sejumlah perbuatan kejahatan tindak pidana di 

bidang kepabeanan salah satunya yaitu pembongkaran muatan di luar kawasan pabean atau 

tempat lain tanpa izin dari Kepala Kantor Pabean Dalam tindakan pembongkaran barang dari 

sarana pengangkut yang datang maupun keluar daerah pabean dapat dilakukan di tempat lain 

di luar kawasan pabean dengan izin dari kepala kantor yang mengawasi disertai dengan surat 

permohonan secara tertulis. Permohonan ini disertai dengan beberapa alasan mengapa tidak 

dilakukannya pembongkaran di kawasan pabean serta dilengkapi dengan pemberitahuan 

pabean atas barang apa yang diangkut yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran. 

Pelaksanaan bongkar dan muat di luar kawasan pabean harus memiliki izin kepada 

Kepala Kantor Bea dan Cukai. Dalam praktek lapangan permasalah dalam pengurusan izin 

bongkar dan muat di luar kawasan pabean sangat sering terjadi yang dimana kurang nya 

koordinasi antara agent dan petugas. Maka dari itu pengajuan izin bongkar dan muat kapal 

asing di luar kawasan pabean di kembangkan menggunakan sistem Sibela dalam memasukan 

data harus teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan yang menyebabkan tidak 

disetujui nya izin.  

 

2. KAJIAN TEORITIS 

A. Pengurusan 

 Menurut PP NO 35 Tahun 2018  Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan. 

B. Izin 

 Menurut Ryan Septian Anugrah (2022) izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin dalam 

arti sempit). 

C. Bongkar Dan Muat 

 Menurut Eko Yulianto (2020 : 14) bongkar muat adalah kegiatan yang dilakukan di 

pelabuhan dalam proses pengiriman barang. Bongkar muat merupakan kegiatan memindahkan 

barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti dari kapal ke dermaga, dermaga ke gudang, atau 

sebaliknya. 
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D. Kapal Asing 

 Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat 

dalam daftar kapal Indonesia (Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).  

E. Kawasan Pabean dan luar kawasan pabean 

 Menurut  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kawasan pabean adalah kawasan 

dengan batas batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan 

untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai.. Sedangkan luar kawasan pabean adalah wilayah Menurut UU PPN dan Bea 

Masuk, kawasan di luar daerah pabean dianggap tidak ada administrasi perpajakan seperti PPN, 

PPnBM, dan Bea Masuk. Hal ini karena UU PPN dan Bea Masuk hanya berlaku di dalam 

daerah pabean. 

F. Kantor Bea dan cukai 

      Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang 

kepabeanan dan cukai (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai). 

 

3. METODE PENELITIAN 

1) Metode Pengamatan Lapangan ( Fied Research) 

Penulis secara langsung selama 6 (enam) bulan melaksanakan praktek darat Penulis 

mengamati secara langsung turun kelapangan terkait dalam Pengurursan izin bongkar dan muat 

di luar kawasan pabean serta mengikuti proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing 

di luar kawasan pabean pada Kantor Bea dan Cukai Belawan oleh PT. Bahari Eka Nusantara 

Cabang Beilawan. 

2) Metode Perpustakaan ( Library Research ) 

Selan metode penelitian lapangan penulis juga menggunakan metode lain melalui 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal, catatan, 

arsip, maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleih penulis, dengan 

mencari buku di perpustakaan kampus Politeiknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, buku 

pedoman dari kampus dan juga melalui internet untuk menunjang penelitian penulis dalam 

penyelesaian makalah ini. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Prosedur Pengurusan Izin Bongkar Dan Muat Kapal Asing Di luar kawasan pabean 

1) Persiapan sebelum kapal tiba  

a) Agent menginformasikan keipada shipper bahwa akan melakuakan penyandaran dan 

pembongkaran di luar kawasan pabean dan agent akan meminta dokumen dokumen terkait 

yang akan di lampirkan pada permohonan izin luar kawasan pabean yaitu  

b) Surat pernyataan yang di tujukan kepada kepala kantor 

Surat yang di tujukan oleh kepala kantor Bea dan cukai Belawan atas informasi kapal di 

ageni nya yang akan  sandar di luar kawasan pabean surat informasi permohoanan berisi 

informasi tentang kapal dan alasan sandar di luar kawasan pabean . 

c) Manifest 

Manifest adalah dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai muatan yang diangkut 

melalui berbagai layanan pengiriman, seperti kargo, kapal, dan pesawat. Dokumen ini 

penting untuk memantau status pengiriman, mirip dengan paspor untuk barang yang 

mencatat semua informasi penting tentang pengangkutan.Seperti yang sudah dijelaskan, 

manifest merupakan dokumen penting mengenai informasi terkait muatan yang diangkut 

oleh sarana transportasi. Terdapat beberapa jenis manifest yang digunakan dalam proses 

pengiriman barang. Adapun jenis-jenis manifest adalah sebagai berikut.  

d) 1. Inward Manifest 

Manifest kedatangan atau yang dikenal juga sebagai inward manifest adalah daftar barang 

dagangan yang diangkut melalui jalur laut, udara, atau darat oleh sarana pengangkut saat 

tiba di area pabean atau lokasi lain. Proses ini bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan 

atau izin dari kepala kantor pabean yang bertanggung jawab. 

e) 2. Outward Manifest 

Manifest keberangkatan atau yang sering disebut outward manifest adalah daftar barang 

yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui jalur laut, udara, atau darat saat keluar dari 

area pabean atau lokasi lain. Proses ini bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari 

kepala kantor pabean yang bersangkutan. 

 Packing List 

Packing list adalah merupakan dokumen packing / kemasan yang menunjukkan jumlah, 

jenis serta berat dari barang ekspor/impor. Juga merupakan penjelasan dari uraian barang 

yang disebut didalam commercial invoice. 
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f) Commercial Invoice 

Commercial invoice adalah merupakan dokumen nota/ faktur penjualan barang 

ekpor/impor. Diterbitkan oleh penjual/ eksportir/ pengirim barang. Di dalam commercial 

invoice ini wajib mencantumkan : nomer dan tanggal dokumen commercial invoice, nama 

pembeli/ importir/ penerima barang/ consignee/ applicant, nama barang, harga per unit 

(dijual berdasarkan, pcs/ kgm/ cbm/ dozen/ lainnya), harga total seluruh barang, cara 

penyerahan barang (FOB, CNF, CIF / lainnya) Hal-hal diatas perlu ditulis didalam 

commercial invoice, adapun informasi lain dapat disertakan seperti : nama kapal/ pesawat, 

no container, tempat muat dan bongkar . 

g) Denah Lokasi penyandaran 

Denah lokasi penyandaran adalah denah Dermaga yang berisi informasi tata letak posisi  

kapal-kapal yang sandar di pelabuhan Belawan. 

h) Surat Perizinan dari pelindo 

Surat pernyataan yang berisi tentang perizinan dari pelindo atas kapal yang akan sandar di 

luar kawasan pabean.surat ini berisi tentang informasi kapal dan surat perizinan yang 

berfungsi sebagai pedamping surat yang akan di ajukan kepada kepala Kantor Bea dan 

Cukai Belawan. 

i) Bill Of Lading 

Bill of lading adalah bukti kepemilikan atau tanda terima yang dikeluarkan oleh penerima 

(perusahaan transportasi) kepada pengirim secara rinci.Dengan kata lain, bill of lading 

adalah dokumen penting atau surat perjanjian yang menjadi tanda bukti bahwa pihak 

pengirim sudah menggunakan jasa freight forwarding.Selain itu, bill of lading adalah surat 

resmi terkait pengangkutan barang yang berisi informasi lengkap, seperti: 

1) Nama pengirim dan penerima barang 

2) Nama kapal 

3) Asal dan tujuan pengiriman  

4) Pelabuhan muat dan bongkar 

5) Data muatan 

6) Rincian freight 

7) Deskripsi barang yang termuat di dalam pengiriman 

8) Informasi Kapal Tiba Dan Sandar Kapal 
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2) Pengajuan  

Agent mengajuakan permohonan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pada 

otoritas pelindo dengan melampirkan dokumen :Surat permohonan, Shipping Intruction. 

 

3) Pengajuan sistem SIBELA 

Agent mengajukan permohonan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean 

yang tersedia di sistem SIBELA dengan mengisi data kapal seperti : 

a) Nama kapal Bendera kapal 

b) Nomor Kop Surat  

c) Leingth Over All (LOA) 

d) Gross Tonagge (GT) 

e) Nama Nahkoda 

f) Nama shipper 

g) Nama consignee 

h) Nama barang 

i) Melampirkan dokumen seperti surat permohonan bongkar dan muat kapal asing di luar 

kawasan pabean, shipping intruction (SI), Surat Pernyataan dari Otoritas Pelindo,Denah 

lokasi penyandaran. 

4) Verifikasi 

Keimudi ian peitugas bea dan cukai Be ilawan meimeiriiksa peirmohonan yang te ilah di iajukan 

ageint meilaluii sistem  Sibela, apabi ila sudah me imeinuhii syarat dan keiteintuan yang be irlaku 

maka peitugas bea dan cukai akan me inye itujui i peirmohonan teirseibut 

5) Approve  

Keimudi ian agen akan mencetak surat izin bongkar luar kawasan pabean seabagai bukti 

bahwa kapal diizinkan melakukan proses bongkar dan muat di luar kawasan pabean yang 

akan dii periksa keipada peitugas yang patroli di i Peilabuhan 

B. Instansi-instansi Yang Terkait Dalam Pengurusan Dokumen Kapal 

1) Bea Cukai 

Bea cukai adalah sebuah institusi pemerintahan  yang berfungsi sebagai perangkat negara 

untuk mengawasi dan mengumpulkan pajak serta pungutan lainya terkait dengan impor dan 

ekspor barang. Bea Cukai memiliki dua istilah yang berbeda dan memiliki pengertian yang 

terpisah. Bea adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada barang yang dikespor 
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maupun diimpor. Cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada barang 

yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 

2) Pelindo 

PT. Pelindo Multi Terminal adalah Subholding PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola entisitas bisnis kepelabuhan di bidang operasi 

terminal Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar 

muat peti kemas, curah cair, curah kering, multi purpose, barang termasuk hewan (general 

cargo),serta meningkatkan yang mendukung penetapan dermaga di Branch Terminal Beilawan 

yang teilah ditetapkan  oleih Kementerian Perhubungan. 

C. Hambatan – Hambatan Yang Sering Terjadi  Pada Saat Pengurusan Dokumen Kapal 

Serta Pengaruh Keterlambatan Pengurusan Dokumen 

1. Kurang pemahaman tentang Prosedur perizinan bea dan cukai 

staff operasional agency yang kurang memahami tentang sistem mengakibatkan salah 

dalam menginput data dalam sistem izin bongkar dan muat di luar kawasan pabean, karena 

kesalahan tersebut akan mengakibatkan izin bongkar muat tidak akan distujui  oleh petugas 

jaga dan akan mengakibatkan hambatan dalam kelancaran adminstrasi  bongkar dan muat 

kapal asing di luar kawasan pabean di kantor bea dan cukai untuk menghindari kesalahan 

dalam memasukan data maka setiap staff harus ahli dan berpengalaman dalam bidang 

sistem. 

2. Keterlambatan agency dalam pengurusan izin 

Permasalahan keterlambatan dalam pengajuan izin  ini sudah menjadi masalah umum yang 

disebabkan karena ada nya kongesti di pelabuhan yang menyebabkan kapal sandar di luar 

kawasan pabean, jika terjadi hal-hal seperti  ini  maka Staff agency akan langsung ber-

koordinasi langsung ke petugas langsung untuk menginformasikan permohonan yang 

diajukan di sistem di konfirmasi oleh petugas 

3. Keterlambatan pemilik barang dalam mengirim dokumen syarat  

Keterlambatan pemilik barang dalam mengirim dokumen syarat yang akan di-input 

kedalam sisteim Sibela juga akan menimbulkan masalah yang berakibat menjadi hambatan 

untuk mengirim permohonan bongkar muat barang berbahaya curah kering karena 

menunggu permohonan disetujui biasanya  memakan waktu 2 hari pemeriksaan 

kelengkapan dokumen barang tersebut. 
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D. Solusi Untuk Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Pengurusan Dokumen 

     Dalam proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing luar kawasan pabean 

pada Kantor Bea dan Cukai di antaranya  agar seiluruh staff operasional keagenan sebaiknya 

cakap dalam memasukan dokumen dalam pengajuan di sistem SIBELA,  sebaiknya agen dapat 

menjalin komunikasi  yang baik dengan para petugas bea dan cukai yang dapat mempelancar 

proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean di kantor bea dan 

cukai belawan pada PT.Bahari Eka Nusantara serta agen sebaiknya selalu berkoordinasi setiap 

saat kepada pihak pemilik barang atau penyewa kapal agar dokumen yang di butuhkan dalam 

penginputan di sistem bisa cepat diproses. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1) Proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean di kantor 

bea dan cukai pada PT. Bahari Eka Nusantara memiliki beberapa tahapan yaitu: agen akan 

mengumpulkan dokumen-dokumen kemudian agen mengajuakan permohonan izin 

kepada pihak Otoritas Pelindo, setelah itu agen mengajukan permohonan pada sistem 

Sibela dan mengisi data-data, agen juga harus sudah menyiapkan dokumen syarat yaitu: 

surat permohoanan kepada kepala Kantor Bea dan Cukai Belawan, Manifest, BL, packing 

list, denah lokasi penyandaran, surat pernyataan Pelindo lalu petugas bea dan cukai akan 

memeriksa dan meng approve permohonan izin luar kawasan. 

2) Adapun hambatan-hambatan dalam proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing 

di luar kawasan pabean di Kantor Bea dan Cukai pada PT. Bahari Eka Nusantara di 

antaranya kurangnya pemahaman prosedur perizinan bea dan cukai, terlambat nya 

pengajuan izin pada sistem Sibela yang akan yang membuat perizinan lebih lama di 

setujui, kurangnya dokumen syarat yang menyebabkan izin Sibela tidak di setujui seperti 

surat persetujuan Pelindo.   

B. Saran 

Adapun saran dalam proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing luar 

kawasan pabean pada Kantor Bea dan Cukai di antaranya  agar seiluruh staff operasi ional 

keiageinan sebaiknya cakap dalam memasukan dokumen dalam pengajuan di sistem SIBELA,  

sebaiknya agen dapat meinjali in komuni ikasi i yang bai ik deingan para petugas bea dan cukai 

yang dapat mempelancar proseis pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar 

kawasan pabean di kantor bea dan cukai belawan pada PT.Bahari Eka Nusantara serta agen 

sebaiknya selalu berkoordinasi setiap saat kepada pihak pemilik barang atau penyewa kapal 
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agar dokumen yang di butuhkan dalam penginputan di sistem bisa cepat diproses.  
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